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"USAHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM
RESOLUS] KONFLIK AGRARIA™
{Stodi Kasus Konflik Tanah Dlayat di Kecamatan Lunang Silaut)

Permasalahan konflik sgraria di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
masalah krusial. Di samping karena banyaknya konflik vang terjadi, permasalahan
agraria menjadi sangat strategis bagi daerah yang mengandalkan sektor pertanian-
perkebunan sepenti Kabupaten Pesisic Selatan, Apalagi, otenomi dasrah juga
berarti tuntutan kemandirian ekonomi bagi daerah, dengan kata lain harus
mengoptimalkan potensi daersh untek peningkatan PAD. Sclama terjadinya
konflik, Pemerintah Daerah telal berusaha melakukan resolusi konflik, namun
sampai saot ini konflik-konflik vang terjadi belum terselesaikan. Darl [atar
belakang demikian, permasalahan dalam penelitian ini adalah apa penyehab
terjadinyz konflik dan bagaimana wsaha Pemerintsh Kabupaten Pesisir Selatan
dalam resolusi konfik di Kecamatan Lunang Silaut,

Untuk kebutuban analisis penelitian, digunakan teori Konflik dan juea
konsep Tanah Ulayvat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
Jenis studi kasus, Lokasi penelitian adalah Kecamatan Lunang Silaut schagai studi
kasusnya karena konflik agraria paling banyak tedadi di Kecamatan Lunang
Silaut. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi, wawancars
dan observasi. Sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive.

Dari penelitian vang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tegjadinya
konflik agraria tanah ulayat disebabkan dus permasalahan yaitu keadilan ekonomi
bagi komunitas tempatan dan status kepemilikan tanah vang tumpany tindik. [su
keadilan  ekonomi  dipicy  oleh Kurangnva kemampuan dan Kesungmuhan
perusahaan untuk  merealisasikan perjanjian kompensasi - pembebasan lahan,
sedangkan isu kepemilikan Jahan ¥ang wmpang tindih lebih disebabkan belum
adanya pengaturan yanyg jelas mengenai batas-hatas tanah ulayat.

Untuk menyelesaikan konflik, Pemerintah Daerak Kabupaten Pesisir
Selatan telah membentuk Tim Fasilitasi Konflik. Tim ini kemudian telah
melakukan  serangkaian uvpaya resolusi yaitu  membentuk  tim invesligasi,
mengevaluasi perusshaan dan melakukan mediasi antara pihak-pihak wvang
berkonilik, Namun, resolusi konflik yang kamprehensif dan diterima semua pihak
belum ditemukan karena resolusi vang dilakukan selama ini belum menyentuh
akar permasalghan, Unetuk i, kelanjutan vpava resolusi konflik ke depan harus
benar-henar memperhatikan permasalahan pemenuhan kompensasi pembebasan
lahan dan pengaturan batas serta sertifikasi tanah,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik agraria -khususnya tanah ulaval- termasuk kasus vang banvak
terjadi di Sumatera Barat'. Sebagiannya konflik antara masyarakat dengan aparat
pemerintah dan sebagiannya konflik antar sesama masyarakat baik antara sesama
Komunitas  adat maupun  dengan  perusabasn, Komunitas MNagar  banyak
memprotes negara dan pelaku bisnis untuk menuntut ulayat mereka, bahkan
hampir semua perkebunan berskala besar di Sumatera Barat berkonflik dengan
komunitas tempatan.® Aksi-aksi protes ini secara umum di Indonesia meningkat
sejak bergulimya reformasi, karena masyarakat melibal muntuhnya rezim Orde
Baru, sementara pada sisi lain masyarakat sipil menjadi lebih kuat”

Pada masa Orde Bary, banyak terjadi perampasan hak tanah dari
masyarakat oleh nepara bersama kelompok bisnis. Akibatnya, kekecawsan
penduduk yanp merupakan masyarakat agraris menumpuk. Hal ini terjadi karena
Orde Baru lebih mengedepankan ‘developmentalisme ' dalam pembangunan,
Akibatnya, masyarakal agrars tersebut mulai dipingpirkan dan “dicabur’ dari

tanahnya oleh penguasa demi demi kepentingan keuangan negara,*

' Konsep agraria sebagaimana dinlis Afrizal (2006: 1) mengacy pada tanah dan lahan.
terimasuk bahan tambang dan sumber air vang ada di dalamiya dan di atasnya, lihat Afrizal, 2006,
Soviolopt Konfk Aprocia; Profes-Prones Agravia daloem Masparakar Ddonesia Kontemparer,
Paliang: Andalas University Press.

! Ihid, hlm, 5-6.

* fbid hlm. 11-12.

" Lebih jauh tentang developmenializme baca Mansour Fakih, 2001. Segay Mikic Teori
Fembangursr dan Globalisast Yogyakada: [MNSIST Press, him. 1-14, Paca Juza Woer Fausi,
199%. Petani dan Penguasa, Diramita Perfafanan Polict dAgraria di Indoresie Yogyakart:
INBIST, KP'A dun Pustaka Pelajar,
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Konflik pertanahan di Sumatera Barat terutama terjadi di daerah-dacrah
dengan kondisi geografisnya memiliki potensi alam vang masih besar, baik
pertambangan maupun perkebunan, Sebapai contoh, di Nagar Kinali Kabuaten
Pasaman Barat saja, terjadi lebib dari 50 kali aksi kolektif masyarakat untuk
menentang ketujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada i Magad
tersebul dalam rentang waktu 1990-2006." Sebagian konflik-konflik di beherapa
dacrah tersebut sudah sampal pada taral penyidikan di kepolisian denpan
keterlibatan L5M maupun media massa, sehingga perkembangan kasus sudah
menjadi wacana publik.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu daerah vang memiliki cubup
banyak konflik agrarda di Sumatera Barat, Namun demikian, konflik-konflik ini
belum banyak mendapat perbatian -kecuali konfiik di daerah perbatasan Sumatera
Baral dengan Bengkulu- baik dari kalanpan media massa, 1.SM T
akademisi. Sampai tahun 2007, setidaknya tefjadi lima titik konflik agraria yang
belurm terselesaikan di Kabupaten Pesisir Selatan, Konflik tersebut adalah konflik
di batas wilaysh antara Propinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu, konflik di
Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunsng Silant, Kecamatan [V Jurai,
Kecamalan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Sutera. Kelima titik konflik ini pada
dasarnya  dapal dikatakan konflik strategis karena umumnya  menyangkul
kepemilikan wmum vang terkail dengan hukum sdat.” Deskripsi kasus-kasus
agratia vang belum terselesaikan sampai tahun 2008 dan berhasil diinventars

setda Kabupaten Pesisic Selatan dapat dilihat dalam tabel 1.

* SEid hlm, 85
“ Duta Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisic Selatan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penvebab terjadinya konflik
agraria di Kecamalan Lunang Silaut dan mendeskripsikan usaha vang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Sclatan dalam resolusi konflik di Kecamatan
Lunang Silaut. Dari hasil penelitian diperolch kesimpulan bahwa konflik agearia
di Kecamatan Lunang Silaut sangat terkait dengan konsep tanah ulayat, Seluruh
arcal wang berkonflik pada awalnva merupakan tanab olayat Nagari yang
kemudian atas nama masyarakat Magari disershkan oleh Ninik Mamak Penghulu
MNan Delapan kepada pihak tertentu untuk diolah dengan sejumlah kompensasi
kepada masyarakat setempat, yaite:
a. Uang pengganti (vang sifigh fariak) vang discrahkan perusabasn pada

pemuka masyarakat
b. Kesediaan perusahaan untuk merekrut pekerja non skill di perkebunan dari
tenaga masvarakal setempat

¢. Kebun plasma

konflik yang terjadi menvangkut dua isu pokek. vaitu keadilan ekonomi
bagi komunitas fokal dan status kepemilikan lahan vang tumpang tindih. Isu
konflik pertama terjadi karena kompensasi atas pembehasan Tahan ulavat samapi
saal ini belum dilaksanakan oleh perusashaan kecuali pembayaran vang siliah

Jariah, Hal ini terjadi disebabkan dua fakior vaitu klausal perjanjian vang tidak
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